LEMBARAN DAERAH

K ABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 17 TAHUN 1996 SERI D NO. 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO
NOMOR : 15 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasl
dan Tata kerja Dinas Kesehatan, maka dipandang perlu
menyempurnakan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. ~

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah K ' e
Tonmal abupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

14
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hun 1974 tenta
.undang Nomor 5 Ta 18 Pokok
Undzriitahan di Dacrah (Lembaran Negara Repyp,-
Pem 1974 Nomor 3037, Tambahap

ja Tahun .
;isé:raT;cpublik Indonesia Nomor 3037):
23 Tahun 1992 tentan
dang-undang Nomor 22 . g Kese
([[J,‘::mbfran Negara Republik [ndonesia Tahun 1992 N ata;n
100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi, N0m0:
)i
Peraturan Pemerintah Nomor 7 :I‘ahun 1987 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang
Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaray

Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembarap

Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor |0,
Tambahan- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3373),
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang

..pOkok
K Ing,
Lembaran

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada

Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3480);

Keputusan Bersama Menterei Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10
Tahun. 1988 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan
kepada Daerah:

Keputusan Menter; Kesehatan Nomor 99a/Men.Kes/SK/IIV

1982 T
Nasionazllh;url 1,982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan

Ke :
tenItJal::ngS;r;dMenten Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992
Oman Organisas; Dinas Daerah ;

CamScanner




16

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993
tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

I'1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994
tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993
tentang Petunjuk Pelaksanaan' Organisasi dan Tatakerja
Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
[I Sukoharjo. ' |

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
Il SUKOHARJO TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO.
BAB I
KETENTUAAN UMUM
- Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo ;

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Sukoharjo ;

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwak'ilan
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;

e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo ;

f. Kepala Dinas adalah Kepala- Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
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~ Unit Pelaksana Te.knis Dinas yang sefan:
g UPTD adalah Unit Pelaksana Teknjg 'g;lntn i
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharj, as Kesﬂha,:!
' h

BAB 11

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGS]
Pasal 2

(1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerinta, Daerg
di bidang Kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupa
Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Keschatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian
urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang
menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah. _

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan
Daerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

2. pembinaan umum di bidang kesehatan meliputi pendekatar
f), pengobete”

pengikatan (Pl'Omotif) ‘ ; '

: , pencegahan (preven

l(<ku-r.at'0’ dan pemulihan (rehabilitatif) berdasarljaﬂ

1cbljaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepal? Dae
ingkat | Jawa Tengah;

Pembinaan teknik dj bidang upaya pelayanan kesehaté!

dasar d .
g an upaya kesehatan rujukan berdasarkan kebuaksan

. :
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
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pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB 111
ORGANISASI

C.

Bagian Pertama
Pola dan Susunan Organisasi
Pasal §

organisasi Dinas Kesehatan di tetapkan Pola Maksimal.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Pelayanan Kesehatan ;

d. Seksi Pencegahan dan Femberantasan Penyakit -
e Seksi Penyehatan Lingkungan i '
£  Seksi Kesehatan Keluarga ;

g. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM) :
h

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah
ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

(3) Sub Bagian Tata Usaha terdiri déri 4 (empat) Urusan dan
masing-masing Seksi terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertangguns

jawab kepada Kepala Dinas.
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BAGIAN KEDUA
KEPALA DINAS
Pasal 7

memimpin pelaksanaan tugas dan fungs;

(epala Dinas
Kepa ksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah inj

sebagaimana dima
| Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, surat-
menyurat, humas dan protokol, penyusunan data artistik,
penggandaan, perlengkapa:, kerumahtanggaan, tugas-tugas umum
serta pembuatan laporan kerja- Dinas.

Pasal 9

gntuk n.le.laksankaan‘ tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan
aerah ini, Sub’Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan surat-

m
tanggaan: €nyurat, perlengkapan, kerumah
b. Pengelolaan urusan ini |
adminj i :
pegawai: Strasi kepegawaian dan latihan
c. Pen |

Pasal 19

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdjr; darj -

a U
rusan Rencana dap [nformag; Kesehat
atan

b. Urusan Kepegawaian;
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~¢. Urusan Keuangan;
d. Urusan Umum
(2) Urusan-urusan §ebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masine-
masing dipimpin 91eh seorang Kepala yang berada &i bawfh
dan bertanggung jawab Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 11

(1) Urusan Rencana dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas
menyusun rencana dan program, mengumpulkan, mengolah
data, menyusun data statistik, menyebarkan informasi kesehatan
serta menyusun laporan ; '

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi,
kesejahteraan dan latihan pegawai ;

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan dan
perbendaharaan ; N1

(4) Urusan Umum mempunyai tugas mengelola surat-menyurat,
humas dan protokol, perlengkapan, penggandaan, pengadaan,
kerumahtanggaan dan tugas-tugas umum.

Bagian Keempat
Seksi Pelayanan Kesehatan
Pasal 12

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membina
pengembangan Rumah Sakit, PUSKESMAS, Usaha Kesehatan
khusus, membina usaha pemulihan kesehatan mutu pelayanan

Rumah Sakit.
Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah
ini, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Pengumpulan bahan pembinaan, pengawasar, pengembapgan
dan peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit serta penganahsaa'uT
laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit;

mbinaan, pengawasan dan mutu pelayanan

b. Pengumpulan bahan pe
Gedit : ehatan pada Puskesmas;

Puskesmas serta pengadaan alat-alat kes

¢. Pengumpulan bahan pelaksanaan usaha-usaha pembinaan Rumah

Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus;
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ynan rencand kebutuhan ‘obat-obatan dan ala
| serta pembinaan pengawasan pengelolaan °bal-0t:lla'
an

Pasal 14

Saksi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

Sub Seksi Rumah Sakit;

a.
b. Sub Seksi Puskesmas,
c. Sub Seksi Kesehatan Khusus;

d. Sub Seksi Kefarmasian.

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal inj
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dj
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan

Kesehatan.

Pasal 15

(1) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkap bahan

~ penyelenggaraan pembinaan perkembangan Rumah Sakit, mutu

pelayanan Rumah Sakit serta pelaksanaan pengawasan pelayanan
Rumah Sakit. -

(2) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tﬁgas mengumpulkan bahan
penyelenggaraan pembinaan, pengawasan perkembangan
Puskesmas dan pengelolaan obat-obatan.

(3) Sub Seks; Kesehatan khusus mempunyai tugas mengumpulkan

o Peﬂ).ICIEnggaraan pembinaan Rumah Sakit Khusus dan
mengkoordinasikan laporannya.

(4) Sub Seksi Kef,

Penyu sunan =
pada Puskesm

kan bahan

'Masian mempunyai tugas mengumpu!
el e Kesehatan

i€ana kebutuhan obat-obatan, alat-alat
as dan Pengawasan pengelolaan Obat_obatan.
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Bagian Kelima
Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Pasal 16

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas
menyiapkan rencana penyelenggaraan kegiatan pengamatan,
pencegahan, pemberantasan dan pengawasan penyakit, penyakit
yang bersumber dari binatang serta imunisasi.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah
ini, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai

fungsi :
a. Perencanaan kegiatan pemberantasan, pengawasan penyakit
menular dan penelitian kemungkinan terjadinya wabah

penyakit;

b. Pengevaluasian, monitoring pelaksanaan pencegahan
pemberantasan penyakit menular dan imunisasi;

c. Penyebaran informasi cara-cara pemberantasan sumber-
sumber penyakit menular.

Pasal 18

(1) Saksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari
a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit;
b. Sub Seksi Pencegahan Penyakit;
c. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit yang bersumber Binatang;
d. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular langsung;

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pencegahan
dan pemberantasan penyakit. |
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pasal 19

mempunyai tugas mengumpulkqy
jan, pengamatan dan tindakp,

Sub Seksi Pengamatan Penyakit
h penyakit.

bahan-bahan rencana penelit
kemungkinan terjadinya waba
Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas
o bahan = monitoring, evaluasi pelaksanaan
dan insidentil pada Puskesmas, Posyandu, Unit
erta menganalisa hasil penelitian

(1)

(2) Sub
mengumpulka
vaksinasi rutin
Pelayanan Kesehatan lainnya s
penyakit.

(3) Sub Seksi Pemberantasan Peny
mempunyai tugas mengumpul
pencegahan, pemberantasan, penan
demam berdarah, anthrax, rabies d
serta menyebarluaskan informasi ¢
yang ditularkan melalui vektor.

(4) Sub Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Langsung
mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan
pemberantasan penyakit menular langsung dan menyebarluaskan

informasi cara pemberantasannya.

akit -yang bersumber Binatang
kan bahan penyelenggaraan
ggulangan penyakit malaria,
an pemberantasan vektornya
ara pemberantasan penyakit

Bagian Keenam
Seksi Penyehatan Lingkungan
Pasal 20

SEkSi Pen eh . ;
Peﬂgumpul:n bz;aal:l plc:,:;ill;ingggan mimpu“}’ai tugas melakukan
i araan kegiatan kebersi i

sithan lingkungan

mpat-t
Pal-tempat umum serta ysaha penin

. .
ebersihan dan kesehatan masyarakat

Pada Pagy)
20
Mempunyq; fperaturan Daerah

n ungsj -
pen '
s mg:sahsaan data kegfat
e g Oordinag; wiha
i Stkan usaha

ini, Seksi Penyehatan Lingkungan

a..P '
keggurppulan, Pensistematisan (
e :crs:han tempat-tempat umy "
peningkatan sarana kesehatanm

CamScanner



(1

2)

(1)

(2)

24

pengumpulan dan persistematisan bahan pembi
LET . : mbinaa
kualitas air dan lingkungan ; p n, pengawasan

pengumpulan dan pensistematisan data kebersihan li

! P n lingk
pemukiman serta p.engkoordmasmn kegiatan penyell:r%gu;izn
peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman : e

b

Pengumpulan bah.an pembinaan, pengawasan terhadap perusahaan
makanan dan minuman serta pembinaan, pengarahan kepada

rumah makan dan restoran.

Pasal 22 -

Seksi Penyehatan Lingkungan terdiri dari :

a. Sub Seksi Penyehatan Tempat-tempat Umum ;
b. Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungah .
c. Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman ; ‘

d. Sub Seksi Penyehatan Makanan dan Minuman.

Sub. Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyehatan

Lingkungan.
Pasal 23

tempat Umum mempunyai tugas
sasikan bahan pelaksanaan
than tempat-tempat umum.

Sub Seksi Penyehatan Tempat-
mengumpulkan dan mensistemati
kegiatan serta peningkatan kebers

an Lingkgungan mempgnyai' |
atisasikan bahan pembinaan
m bersih dan kesehatan

Sub Seksi Pengawasan Kualitas Air d
tugas mengumpulkan dan mensistem
serta petunjuk cara pembuatan air minu
lingkungan kepada masyarakat.
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(3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukimg,
tugas mengumpulkaan ba.han rencana dan ko
peningkatan kebersihan lingkungan pemukiman. iatgy

(4) Sub Seksi Penyehatan Makapan dan Minuman mempunygi
mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan indyg; 4 akagas
dan minuman serta rumah makan dan restoran, flan

BAGIAN KETUJUH
SEKSI KESEHATAN KELUARGA
Pasal 24

Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melakukan kegiatan
pemeriksanaan, pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga, keluarga
Berencana pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas

Keliling, Pos Pelayanan Terpadu, Pondok bersalin Desa dan Unit
Pelayanan lainnya. b |

Pasal 25

!Jr.ltuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah
i, Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :

g zengolahaq bahan penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan
esehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana

?

Pengumpulan bahan,

monitori
masyarakat n

: g status dan pengaturan giZi
melaluj Puskesmas - peng
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Pasal 26

(1) Seksi Kesehatan Keluarga terdiri dari :

Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana ;

’

a.
b. Sub Seksi Gizi ;

c.. Sub Seksi Kesehatan Anak .
d. Suk Seksi Kesehatan Usia Lanjut.

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan
Keluarga. ' -

f

Pasal 27

(1) Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas mengumpulkan bahan penyelenggaraan usaha kesehatan
dan pelayanan kesehatan ibu serta keluarga berencana.

(2) Sub Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan bahan
pembinaan pengaturan, dan memonitor gizi masyarakat.

(3) Sub Seksi Kesehatan Anak mempunyai tugaé mengumpulkan
bahan penyelenggaraan usaha pemeriksaan dan pembinaan
kesehatan anak melalui Rumah Sakit dan.Puskesmas.

(4) Sub Seksi Kesehatan Usia Lanjut mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyelenggéraan usaha-usaha pelayanan
kesehatan penderita usia lanjut dan pembinaan pola hidup sehat
orang usia lanjut.

BAGIAN KEDELAPAN
SEKSI PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 28
Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakal mempunyai tugas melakukan

bimbingan, program penyuluhan dan penyuluhan langsung Ser
Pengawasan teknis penyuluhan kesehatan masyarakat
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Pasal 29

nakan tugas pokok tersebut pada Pasal 28 p

. melaksa
Untuk m ksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat me

Daerah ini, Se

fungsi : ) : X
Pengumpulan bahan pembinaan dan bimbingan kesehatan kepada

Masyarakat melalui mess media;

b. Pengumpulan dan. pengolahan bahan kegiatan pelaksanagy,
bimbingan, penyuluhan langsung serta pengawasan teknis
penyuluhan kesehatan masyarakat;

c. Pengolahan bahan koordinasi usaha-usaha pengobatan kesehatan
institusi; L

d. Pengumpulan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan

serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

e"amran
Mpuny,;

a.

Pasal 30

(1) Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat terd-iri dari :
a. Sub Seksi Kesehatan [nstitusi;
b. Sub Seksi Peran Serta Masyarakat;

C. Sub Seksi Sarana dap Metode;
d.

ung
Kesehatan Masyaﬁka tg Jawab kepada

bahan '
o1 Penyelenggaraan ypay, keseh:tanl 183s mengumpykan

S sektoral, peni Institus;j
sekolah dan karyawan, B N derajag kes:ef?:t!:; pigpst
murid
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Seksi Peran Serta Masyarak |

) Sub e at mempunyaj

mengumpulkan bahan pembinaan pengembangan p):)t;nstiuias
bahan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan s :[n
peningkatan kemampuan motivasi aparat kesehatan ih

(3) Sub Seksi S'flrana dan Metode mempunyai tugas mehgumpulkan
bahan materi penyuluhan kesehatan dan peningkatan kemampuan

serta ketrampilan aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana
dan :metode 'penyuluhan. : .

(4) Sub Seksi Penyebarluasan informasi mémpunyai tugas

mengumpulkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan
penyebarluasan informasi kesehatan. serta- pemanfaatan- sarana
dan metode penyuluhan kesehatan.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas teknis penunjang
dan atau teknis oprasional. , J
Pasal 33

Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk berdasarkan kriteria
yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melal;sa;lanakan
tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
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Pasal 35

k Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud p
Daerah ini, terdiri c!a.n se_y.umlah ten.aga dalam
;ﬁ::nmt:ungsional yang terdiri dari berbagai kelompo

bidang keahliannya.

asal 34
k' sesua;

(1) Kelompo

(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dap
beban kerja. -

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan dan Instansi

Zertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/
ubungan kerja dengan cara sebaik-baiknya.

Yang berad:SUr-unstx I pembanty
]ingku“gan
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BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 38

Jenjang jabatan 'dan kepangkatan $erta susunan kepegawaian diatur
kemudian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai

pelaksanaannya.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6/Perda/1982

tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal g8 Nopember 1995

PEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPAT] KEPALA DAERAH TINGKATII
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I SUKOHARJO
SUKOHARJO
KET
oA TTD
TTD

H 1
SOEBENI Ir. TEDJOSUMINTO

CamScanner
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DISAHKAN
Dengan .
Keputusan Gubernur Kepala Daerah nglsat I
; Jawa Tengah o Bl
Taneeal : 23 September 1996 No. 188.3/?NGKAT |
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH T
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum
ttd.F e

SUTJI ASTOTO, SH
Pembina * -
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Sukoharjo
Nomor : 17 Tahup 1996 Seri D No. 13
Pada tangga] 5 Nopember 1996
Sekretarig Wilayah / Daerah

ttd

Drs. SRp HARDONQ
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